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ABSTRAK

Tindak pidana korupi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan
dapat terjadi dalam lingkup BUMN. BUMN vyang sebagian besar modalnya dari
keuangan Negara, sehingga pegawai BUMN yang melakukan tindak pidana yang
merugikan BUMN dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pegawai BUMN adalah
orang yang menerima gaji dari korporasi yang menggunakan modal negara. Penulisan
ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan AL yang melakukan penggelapan
dalam jabatan di bank BUMN dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AL sebagai kepala unit
perbankan di bank BUMN melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan
jabatannya sehingga menyebabkan bank BUMN tempatnya bekerja mengalami
kerugian, sehingga atas perbuatannya AL dapat dikenakan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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ABSTRACT

Corruption is a crime that is detrimental to state finances and can occur within the scope
of state-owned enterprise. State-owned enterprise whose capital is mostly from state
finances, so that state-owned enterprise employees who commit crimes that harm state-
owned enterprise can be subject to criminal liability. State-owned enterprise employees
are people who receive salaries from corporations that use state capital. This writing
aims to analyze whether the actions of AL who commit embezzlement in positions in
state-owned banks can be subject to criminal liability in terms of Law Number 31 of
1999 jo Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
AL as the head of the banking unit in a state-owned bank committing a criminal act by
abusing his position, causing the state-owned bank where he works to suffer losses, so
that for his actions, AL may be subject to Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo Law
Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
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